
 

 
 

 
 

BUPATI BANDUNG 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI BANDUNG  

 

NOMOR 13 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA 
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 
Dan Tata Cara Reviu Atas pelaporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Inspektorat harus melakukan reviu atas 
Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka 
meyakinkan keandalan informasi yang disajikan 

sebelum di evaluasi oleh Inspektorat Provinsi; 
 

  b. bahwa untuk menjamin reviu atas Laporan Kinerja 
PemerintahDaerah oleh Inspektorat dilaksanakan 

sesuai ketentuan yang berlaku, perlu disusun 
pedoman pelaksanaan reviu atas Laporan  
KinerjaPemerintah; 

 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu 

Atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung. 
 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 
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  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2543); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

  8. Peraturan Presiden Rrepublik Indonesia Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah; 

  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 
Dan Tata Cara Reviu Atas pelaporan Kinerja Instansi 
Pemerintah; 

  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas 
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 
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  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 
Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung  Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2015  Nomor 1); 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan 

Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12); 

  13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 6) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian 
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2015 Nomor 22). 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA 

PEMERINTAH  KABUPATEN BANDUNG. 
 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 
  

Pasal 1 

 
  Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 

  
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 
menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 

4. Bupati adalah Bupati Bandung; 
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5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bandung; 

6. Laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas 
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan 

kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan 
anggaran.Hal terpenting yang diperlukan dalam 

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja 
dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure)secara 

memadai hasil analisis terhadappengukuran 

7. Reviu atas laporan kinerja pemerintah adalah penelaahan 
atas laporan kinerja pemerintah daerah untuk 

memastikan bahwa lapoan kinerja telah menyajikan 
informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas; 

8. Pernyataan Telah Direviu adalah tempat penuangan hasil 
reviu dalam bentuk pernyataan yang dibuat oleh 

Inspektorat. 
   

 

  BAB II 

  
RUANG LINGKUP REVIU 

  
Pasal 2 

 

  Ruang lingkup Reviu atas laporan kinerja meliputi : 

1. Metode pengumpulan data; 

2. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas; 

3. Penyusunan Kertas Kerja Reviu; 

4. Penyusunan surat pernyataan sudah di reviu. 

5. Hanya dilakukan atas laporan tingkat pemerintah daerah 
   

 
  BAB III 

  
TUJUAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA 

PEMERINTAH DAERAH 

  
Pasal 4 

  
Tujuan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah untuk 

membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah serta memberikan keyakinan terbatas 

mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan 
data/informasi kinerja pemerintah sehingga dapat 
menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. 

   

  BAB IV 

  REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

Bagian Kesatu 

Perencanaan 

  
Pasal 5 

  
(1) Penyusunan rencana reviu atas laporan keuangan 

pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Inspektorat. 
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(2) Rencana reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan 
dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat 

Kabupaten Bandung. 
 

 
  Pasal 6 

  
Rencana reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
didasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan, 

menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas dalam 
penggunaansumberdaya pengawasan. 

   
 

  Bagian Kedua 

Pelaksanaan 
  

Pasal 7 

  
Inspektorat melaksanakan reviu atas Laporan Kinerja 
Pemerintah Daerah. 

   

  Pasal 8 

  
(1) Reviu dapat dilaksanakan secara paralel dengan Evaluasi 

Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

(2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
paling lambat 3 (dua) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir. 

(3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan checklist Reviu  yangmeliputi: 

a. format; 

b. penyusunan mekanisme; dan 

c. subtansi. 
   

  Bagian Ketiga 

Pelaporan 
  

Pasal 9 
  

(1) Hasil reviu berupa Laporan Hasil Reviu ditandatangani 

oleh Inspektur. 

(2) Laporan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disajikan dalam bentuk surat yang memuat 
”Pernyataan Telah Direviu”. 

(3) Laporan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disampaikan kepada Bupati. 

   

  Pasal 10 

  
Uraian lengkap reviu atas laporan keuangan pemerintah 
daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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  BAB V 

  
KETENTUAN PENUTUP 

  
Pasal 11 

  
Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orng dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannnya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 

 
 

 
 Ditetapkan di Soreang 

 pada tanggal 14 Maret 2016 
 

 BUPATI BANDUNG, 

 
 

ttd 
 

 
DADANG M. NASER 

 

 
Diundangkan di Soreang  

pada tanggal 14 Maret 2016 
 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG, 

 

  

ttd  
  

  
  

SOFIAN NATAPRAWIRA  
  

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR   13 
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